
Menurunnya angka pengangguran

IK : Persentase Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

IK : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

IK : Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Meningkatnya kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu 
ke rencana tenaga kerja

IK : Persentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga 
kerja

Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja

IK : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja

Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja

Makro

IK : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga
Kerja Makro

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 
Mikro

IK : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun 
Rencana Tenaga Kerja Mikro

Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi 
kompentesi 

IK : Persentase  Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Terwujudnya kompetensi pencari kerja terdaftar

IK : Persentase pencari kerja  terdaftar yang mendapatkan 
pelatihan 

Terwujudnya  lembaga pelatihan yang berkualitas

IK : Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi

Meningkatnya pembinaan lembaga pelatihan kerja 

IK : Jumlah lembaga pelatihan kerja yang dibina

Meningkatnya pengawasan lembaga pelatihan kerja 

IK : Jumlah lembaga pelatihan kerja yang mendapat 
pengawasan

Terpenuhinya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga 
Pelatihan Kerja

IK : Persentase LPK yang memiliki perizinan

Terlaksananya Konsultansi Peningkatan Produktivitas pada 
Perusahaan Kecil

IK : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi 
Peningkatan Produktivitas

Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan  Produktivitas 
Tenaga Kerja

IK : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan 
Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah

Meningkatnya jumlah pencari kerja terdaftar yang 
ditempatkan

IK : Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan 
luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam 

wilayah kabupaten

Terlaksananya fasilitasi penempatan tenaga kerja

IK : Jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapatkan 
fasilitasi penempatan tenaga kerja

Fasilitasi penempatan tenaga kerja disabilitas 

Ik : Jumlah tenaga kerja disabilitas yang ditempatkan

Fasilitasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pra 
dan purna

IK : Jumlah PMI (pra dan purna penempatan) yang 
difasilitasi

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 
perolehan DKPTKA

IK : Jumlah TKA yang melakukan pengesahan perpanjangan 
RPTKA (Rencana PenggunaanTenaga Kerja Asing) 

Terselenggaranya pemagangan kerja

IK : Jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapat 
pemagangan kerja

Kerjasama pemagangan perusahaan

IK : Jumlah perusahaan yang bekerjasama untuk 
pemagangan

fasilitasi pemagangan pencari kerja

IK : Jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapat fasilitasi 
pemagangan perusahaan

Terlaksananya penyebarluasan informasi pasar kerja

IK : Jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapatkan 
pekerjaan melalui job fair

Terlaksananya Job Fair

IK : Jumlah pencari kerja terdaftar yang mengikuti kegiatan 
job fair

pasar kerja online

IK : Jumlah data dan informasi yang dihasillkan aplikasi 
informasi pasar kerja online

fasilitasi layanan antar kerja

IK : Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan 
pelatihan memalui bimtek

Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja 

IK : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui 
Program Perluasan Kesempatan Kerja

Terwujudnya tenaga kerja mandiri

IK : Jumlah pencari kerja terdaftar yang bertransformasi 
menjadi tenaga kerja mandiri 

Terlaksananya Pelatihan bagi pencari kerja

IK : Jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapatkan 
pelatihan 

Terlaksananya fasilitasi tenaga kerja mandiri yang belum 
mempunyai legalitas usaha

IK : Jumlah tenaga kerja mandiri yang mendapat NIB
Crosscutting dengan DPMPTSP

Terlaksananya pendampingan bagi tenaga kerja mandiri

IK : jumlah tenaga kerja mandiri yang mendapatkan 
pendampingan

Terpenuhinya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan 
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

IK : Persentase LPTKS yang Memiliki Perizinan

Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS secara 
Terintegrasi

IK : Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

IK : Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan 
Pengendalian sesuai Aturan yang Berlaku

Meningkatnya keberhasilan transmigran yang 
diberangkatkan

IK : Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang 
diberangkatkan

Terlaksananya pemberangkatan transmigran 

IK : jumlah transmigran yang diberangkatkan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi transmigran 

IK : Jumlah transmigran yang di-monev pasca penempatan

Terlaksananya penjajakan calon lokasi transmigrasi

IK : jumlah calon lokasi tranmigrasi

Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon 
Transmigran Penduduk Asal 

IK : jumlah calon transmigran yang mendapat penyuluhan

Terlaksananya kerjasama antar daerah asal dan daerah 
penempatan transmigrasi

IK : jumlah laporan kerjasama antar daerah asal dan daerah 
penempatan transmigrasi

Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis

IK : Persentase perselisihan hubungan industrial yang 
diselesaikan diluar pengadilan

Meningkatnya penanganan perselisihan HI

IK : Persentase perselisihan hubungan industrial yang 
selesai dengan perjanjian bersama (PB)

Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis antara 
tenaga kerja dan perusahaan

IK : Persentase angka sengketa perusahaan pertahun

Terwujudnya peran tenaga kerja dalam LKS Bipaartit

IK : Jumlah perusahaan yang memiliki LKS Bipartit aktif

Pembinaan LKS Bipartit

IK : Jumlah LKS Bipartit yang dibina

Meningkatnya tata kelola dan perlindungan 
ketenagakerjaan

IK Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola 
kerja yang layak  (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, 

dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
IK : Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan

Terlaksananya penerapan sarana hubungan industrial

IK : Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan 
industrial (minimal 3 sarana)

Pendataan Sarana Hubungan Industrial

IK : Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB 
struktur skala upah dan LKS Bipartiti)

Terwujudnya pemahaman perusahaan terhadap 
keberlakuan norma dan syarat kerja

IK Persentase PP/PKB perusahaan yang memuat syarat 
kerja



Meningkatnya akuntabilitas kinerja 
Perangkat Daerah,

IK: Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat 
Daerah

Tersusunnya dokumen perencaaan 
Perangkat Daerah, 

IK: Jumlah dokumen perencaaan 
Perangkat Daerah yang ditetapkan 

(Dokumen)

Tersusunnya dokumen Renstra PD, 

IK: Jumlah dokumen Renstra PD yang 
ditetapkan (Dokumen)

Tersusunnya dokumen Renja PD, 

IK: Jumlah dokumen Renja PD yang 
ditetapkan (Dokumen)

Tersusunanya dokumen pengganggaran 
Perangkat Daerah, 

IK: Jumlah dokumen pengganggaran 
Perangkat Daerah yang ditetapkan 

(Dokumen)

Tersusunnya data statistik sektoral 
Perangkat Daerah, 

IK: Jumlah data statistik sektoral 
Perangkat Daerah (Dokumen)

Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat 
Daerah, 

IK: Jumlah laporan evaluasi kinerja 
Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)

Tersusunnya laporan kinerja Perangkat 
Daerah, 

IK: lJumlah aporan kinerja Perangkat 
Daerah yang disusun (Laporan)

Tersusunnya laporan keuangan 
Perangkat Daerah, 

IK : Jumlah laporan keuangan Perangkat 
Daerah  yang disusun (Laporan)

Tersusunnya laporan pengelolaan BMD 
pada Perangkat Daerah, 

IK: Jumlah laporan pengelolaan BMD 
pada Perangkat Daerah (Laporan)

Tersusunnya laporan penatausahaan 
perkantoran, 

IK: Jumlah laporan penatausahaan 
perkantoran yang disusun



TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja

 - Menurunnya pengangguran

terbuka

MENINGKATNYA

KESEMPATAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA

Tingkat Produktivitas Tenaga

Kerja (Juta Rupiah/Tenaga

Kerja)

MENINGKATNYA 

PENYERAPAN TENAGA

KERJA

Persentase Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) (%)

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah (Nilai)

2.07.01 - PROGRAM

PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen

Perencanaan, Penganggaran,

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah yang Ditetapkan

Jumlah Berita Acara Hasil

Forum Perangkat Daerah

Berdasarkan Bidang Urusan

yang Diampu dalam Rangka

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah (Berita Acara)

2.07.01.2.01 - Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil

Penyelenggaraan Walidata

Pendukung Statistik Sektoral

Daerah (Dokumen)

2.07.01.2.01 - Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah  (Dokumen)

2.07.01.2.01 - Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD (Laporan)

2.07.01.2.01 - Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

(Laporan)

2.07.01.2.01 - Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah  (Dokumen)

2.07.01.2.01.0001 -

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD (Laporan)

2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi

dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

(Laporan)

2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil

Penyelenggaraan Walidata

Pendukung Statistik Sektoral

Daerah (Dokumen)

2.07.01.2.01.0008 -

Penyelenggaraan Walidata

Pendukung Statistik Sektoral

Daerah

Jumlah Berita Acara Hasil

Forum Perangkat Daerah

Berdasarkan Bidang Urusan

yang Diampu dalam Rangka

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah (Berita Acara)

2.07.01.2.01.0010 -

Pelaksanaan Forum Perangkat

Daerah Berdasarkan Bidang

Urusan yang Diampu dalam

Rangka Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah Orang yang Menerima

Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima

Gaji dan Tunjangan ASN

(Orang/bulan)

2.07.01.2.02 - Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima

Gaji dan Tunjangan ASN

(Orang/bulan)

2.07.01.2.02.0001 -

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Jumlah Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD dan

Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

(Laporan)

2.07.01.2.02 - Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD dan

Laporan Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semestera

n SKPD (Laporan)

2.07.01.2.02 - Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD dan

Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

(Laporan)

2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi

dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD dan

Laporan Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semestera

n SKPD (Laporan)

2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi

dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Laporan Laporan

Kepegawaian Perangkat

Daerah Yang Disusun

Jumlah Orang yang Mengikuti

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan (Orang)

2.07.01.2.05 - Administrasi

Kepegawaian Perangkat

Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas

beserta Atribut Kelengkapan

(Paket)

2.07.01.2.05 - Administrasi

Kepegawaian Perangkat

Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas

beserta Atribut Kelengkapan

(Paket)

2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan

Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Orang yang Mengikuti

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan (Orang)

2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan

Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Laporan

Penatausahaan Perkantoran

yang Disusun

Jumlah Dokumen Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang

Disediakan (Dokumen)

2.07.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKPD (Dokumen)

2.07.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Fasilitasi

Kunjungan Tamu (Laporan)

2.07.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

SKPD (Laporan)

2.07.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Bahan Logistik

Kantor yang Disediakan

(Paket)

2.07.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan

dan Penggandaan yang

Disediakan (Paket)

2.07.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang

Disediakan (Paket)

2.07.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang

Disediakan (Paket)

2.07.01.2.06.0001 -

Penyediaan Komponen

Instalasi

 

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik

Kantor yang Disediakan

(Paket)

2.07.01.2.06.0004 -

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan

dan Penggandaan yang

Disediakan (Paket)

2.07.01.2.06.0005 -

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Dokumen Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang

Disediakan (Dokumen)

2.07.01.2.06.0006 -

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Laporan Fasilitasi

Kunjungan Tamu (Laporan)

2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi

Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

SKPD (Laporan)

2.07.01.2.06.0009 -

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Jumlah Dokumen

Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKPD (Dokumen)

2.07.01.2.06.0010 -

Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKPD

Jumlah Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah yang

disediakan

Jumlah Paket Mebel yang

Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07 - Pengadaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Jumlah Unit Peralatan dan

Mesin Lainnya yang

Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07 - Pengadaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Jumlah Unit Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya yang

Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07 - Pengadaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Jumlah Unit Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

yang Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07 - Pengadaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Jumlah Paket Mebel yang

Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan

Mebel

Jumlah Unit Peralatan dan

Mesin Lainnya yang

Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan

Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya yang

Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan

Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

yang Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07.0011 - Pengadaan

Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Pelayanan Perkantoran

yang disusun

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik yang

Disediakan (Laporan)

2.07.01.2.08 - Penyediaan

Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan (Laporan)

2.07.01.2.08 - Penyediaan

Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat (Laporan)

2.07.01.2.08 - Penyediaan

Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat (Laporan)

2.07.01.2.08.0001 -

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik yang

Disediakan (Laporan)

2.07.01.2.08.0002 -

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan (Laporan)

2.07.01.2.08.0004 -

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Jumlah Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah dalam

Kondisi Baik

Jumlah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

2.07.01.2.09 - Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajak dan

Perizinannya (Unit)

2.07.01.2.09 - Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya (Unit)

2.07.01.2.09 - Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Mebel yang Dipelihara 

(Unit)

2.07.01.2.09 - Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Peralatan dan Mesin

Lainnya yang Dipelihara  (Unit)

2.07.01.2.09 - Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

2.07.01.2.09 - Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

2.07.01.2.09 - Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya (Unit)

2.07.01.2.09.0001 -

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajak dan

Perizinannya (Unit)

2.07.01.2.09.0002 -

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah Mebel yang Dipelihara 

(Unit)

2.07.01.2.09.0005 -

Pemeliharaan Mebel

Jumlah Peralatan dan Mesin

Lainnya yang Dipelihara  (Unit)

2.07.01.2.09.0006 -

Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

2.07.01.2.09.0009 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

2.07.01.2.09.0010 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

2.07.01.2.09.0011 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

Meningkatnya kegiatan yang

dilaksanakan yang mengacu

ke rencana tenaga kerja

Presentase kegiatan yang

mengacu ke rencana tenaga

kerja (%)

2.07.02 - PROGRAM

PERENCANAAN TENAGA

KERJA

Jumlah dokumen Rencana

Tenaga Kerja

Jumlah Dokumen Rencana

Tenaga Kerja Makro

(Dokumen)

2.07.02.2.01 - Penyusunan

Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Jumlah SDM Perusahaan yang

mampu menyusun RTK Mikro

(Orang)

2.07.02.2.01 - Penyusunan

Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Jumlah Dokumen Rencana

Tenaga Kerja Makro

(Dokumen)

2.07.02.2.01.0001 -

Penyusunan Rencana Tenaga

Kerja Makro

Jumlah SDM Perusahaan yang

mampu menyusun RTK Mikro

(Orang)

2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi

Penyusunan Rencana Tenaga

Kerja Mikro

Meningkatnya tenaga kerja

yang memiliki sertifikasi

kompentesi

Persentase  Tenaga Kerja

Bersertifikat Kompetensi (%)

2.07.03 - PROGRAM

PELATIHAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA

Persentase pencari kerja

terdaftar yang mendapatkan

pelatihan

Jumlah Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana

Pelatihan Kerja (Unit)

2.07.03.2.01 - Pelaksanaan

Pelatihan berdasarkan Unit

Kompetensi

Jumlah tenaga kerja yang

mendapat pelatihan berbasis

kompetensi pada tahun n

(Orang)

2.07.03.2.01 - Pelaksanaan

Pelatihan berdasarkan Unit

Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang

Mendapat Pelatihan Berbasis

Kompetensi pada Tahun n

(Orang)

2.07.03.2.01 - Pelaksanaan

Pelatihan berdasarkan Unit

Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang

Mendapat Pelatihan Berbasis

Kompetensi pada Tahun n

(Orang)

2.07.03.2.01.0001 - Proses

Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan Keterampilan bagi

Pencari Kerja berdasarkan

Klaster Kompetensi

Jumlah Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana

Pelatihan Kerja (Unit)

2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan

Sarana Pelatihan Kerja

Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah tenaga kerja yang

mendapat pelatihan berbasis

kompetensi pada tahun n

(Orang)

2.07.03.2.01.0004 - Proses

Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan  Vokasi bagi Pencari

Kerja berdasarkan Unit

Kompetensi

Jumlah Lembaga Pelatihan

Kerja yang terakreditasi

Jumlah Lembaga Pelatihan

Kerja Swasta yang Dibina

(Lembaga)

2.07.03.2.02 - Pembinaan

Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta

Jumlah Lembaga Pelatihan

Kerja Swasta yang Dibina

(Lembaga)

2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan

Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta

Persentase LPK yang memiliki

perizinan

Jumlah Sumber Daya

Perizinan Lembaga Pelatihan

Kerja Secara Terintegrasi

(Perizinan)

2.07.03.2.03 - Perizinan dan

Pendaftaran Lembaga

Pelatihan Kerja

Jumlah Sumber Daya

Perizinan Lembaga Pelatihan

Kerja Secara Terintegrasi

(Perizinan)

2.07.03.2.03.0001 -

Penyediaan Sumber Daya

Perizinan Lembaga Pelatihan

Kerja Secara Terintegrasi

Persentase perusahaan kecil

yang mendapatkan konsultansi

peningkatan produktivitas

Jumlah Perusahaan Kecil yang

Mendapat Konsultansi

Peningkatan Produktivitas

(Perusahaan)

2.07.03.2.04 - Konsultansi

Produktivitas pada Perusahaan

Kecil

Jumlah Perusahaan Kecil yang

Mendapat Konsultansi

Peningkatan Produktivitas

(Perusahaan)

2.07.03.2.04.0001 -

Pelaksanaan Konsultasi

Produktivitas kepada

Perusahaan Kecil

Persentase pertumbuhan

produktivitas tenaga kerja di

tingkat daerah

Jumlah Dokumen Hasil

Pengukuran Produktivitas dan

Daya Saing Tenaga Kerja di

Tingkat Daerah (Dokumen)

2.07.03.2.05 - Pengukuran

Produktivitas Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil

Pengukuran Produktivitas dan

Daya Saing Tenaga Kerja di

Tingkat Daerah (Dokumen)

2.07.03.2.05.0001 -

Pengukuran Kompetensi dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya jumlah pencari

kerja terdaftar yang

ditempatkan

Persentase Tenaga kerja yang

ditempatkan (dalam dan luar

negeri) melalui mekanisme

layanan Antar Kerja dalam

wilayah kabupaten (%)

2.07.04 - PROGRAM

PENEMPATAN TENAGA

KERJA

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar

yang Mendapatkan Fasilitasi

Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang

Mendapatkan Penyuluhan dan

Bimbingan Jabatan (Orang)

2.07.04.2.01 - Pelayanan antar

Kerja di Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah SDM Pelayanan antar

Kerja yang Mendapatkan

Pelatihan Melalui Bimtek dan

lain-lain untuk Peningkatan

Kompetensi (Orang)

2.07.04.2.01 - Pelayanan antar

Kerja di Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Kerja

Disabilitas yang Mendapatkan

Fasilitasi Layanan ULD

(Orang)

2.07.04.2.01 - Pelayanan antar

Kerja di Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Kerja yang

Diberdayakan Melalui program

Perluasan Kesempatan Kerja

(Orang)

2.07.04.2.01 - Pelayanan antar

Kerja di Daerah

Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Tenaga Kerja yang

Ditempatkan Melalui Layanan

AKAD dan AKL (Orang)

2.07.04.2.01 - Pelayanan antar

Kerja di Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah SDM Pelayanan antar

Kerja yang Mendapatkan

Pelatihan Melalui Bimtek dan

lain-lain untuk Peningkatan

Kompetensi (Orang)

2.07.04.2.01.0001 -

Penyediaan Sumber Daya

Pelayanan antar Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang

Ditempatkan Melalui Layanan

AKAD dan AKL (Orang)

2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan

antar Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang

Mendapatkan Penyuluhan dan

Bimbingan Jabatan (Orang)

2.07.04.2.01.0003 -

Penyuluhan dan Bimbingan

Jabatan bagi Pencari Kerja

Jumlah Tenaga Kerja

Disabilitas yang Mendapatkan

Fasilitasi Layanan ULD

(Orang)

2.07.04.2.01.0004 -

Penyelenggaraan Unit Layanan

Disabilitas Ketenagakerjaan

Jumlah Tenaga Kerja yang

Diberdayakan Melalui program

Perluasan Kesempatan Kerja

(Orang)

2.07.04.2.01.0005 - Perluasan

Kesempatan Kerja

Persentase LPTKS yang

memiliki perizinan

Jumlah LPTKS yang Dilakukan

Pengawasan dan

Pengendalian Sesuai dengan

Aturan yang Berlaku

(Lembaga)

2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin

Lembaga Penempatan Tenaga

Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perizinan LPTKS yang

Terintegrasi (Lembaga)

2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin

Lembaga Penempatan Tenaga

Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perizinan LPTKS yang

Terintegrasi (Lembaga)

2.07.04.2.02.0001 -

Penyediaan Sumber Daya

Perizinan LPTKS Secara

Terintegrasi

Jumlah LPTKS yang Dilakukan

Pengawasan dan

Pengendalian Sesuai dengan

Aturan yang Berlaku

(Lembaga)

2.07.04.2.02.0002 -

Pengawasan dan

Pengendalian LPTKS

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar

yang Mendapatkan Pekerjaan

melalui Job Fair

Jumlah Pencari dan Pemberi

Kerja yang Terdaftar dalam

Pasar Kerja Melalui Sistem

Online (Karir Hub) (Orang)

2.07.04.2.03 - Pengelolaan

Informasi Pasar Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang

Mendapatkan Pekerjaan

Melalui Job Fair/Bursa Kerja

(Orang)

2.07.04.2.03 - Pengelolaan

Informasi Pasar Kerja

Jumlah Pencari dan Pemberi

Kerja yang Terdaftar dalam

Pasar Kerja Melalui Sistem

Online (Karir Hub) (Orang)

2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan

dan Penyediaan Informasi

Pasar Kerja Online



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Pencari Kerja yang

Mendapatkan Pekerjaan

Melalui Job Fair/Bursa Kerja

(Orang)

2.07.04.2.03.0003 - Job

Fair/Bursa Kerja

Jumlah PMI (pra dan purna

penempatan) yang difasilitasi

Jumlah CPMI/PMI yang

Dilindungi dan Ditingkatkan

Kompetensinya (Orang)

2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI

(Pra dan Purna Penempatan)

di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah PMI Purna yang

Diberdayakan (Orang)

2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI

(Pra dan Purna Penempatan)

di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah CPMI/PMI yang

Dilindungi dan Ditingkatkan

Kompetensinya (Orang)

2.07.04.2.04.0001 -

Peningkatan Pelindungan dan

Kompetensi Calon Pekerja

Migran Indonesia (PMI)/Pekerja

Migran Indonesia (PMI)

Jumlah PMI Purna yang

Diberdayakan (Orang)

2.07.04.2.04.0003 -

Pemberdayaan Pekerja Migran

Indonesia Purna Penempatan

Meningkatnya keberhasilan

transmigran yang

diberangkatkan

Persentase tingkat

keberhasilan transmigran yang

diberangkatkan (%)

3.32.03 - PROGRAM

PEMBANGUNAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

Jumlah transmigran yang

diberangkatkan

Jumlah Calon Lokasi

Penempatan Transmigran

yang Dilaksanakan Penjajakan

(Lokasi)

3.32.03.2.01 - Penataan

Persebaran Penduduk yang

Berasal dari 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Calon Transmigran

yang Mendapatkan

Penyuluhan (Kepala Keluarga)

3.32.03.2.01 - Penataan

Persebaran Penduduk yang

Berasal dari 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi

Kerja Sama Pembangunan

Transmigrasi yang Berasal dari

1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota (Laporan)

3.32.03.2.01 - Penataan

Persebaran Penduduk yang

Berasal dari 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi Transmigrasi

yang Dilaksanakan Monitoring

dan Evaluasi (Lokasi)

3.32.03.2.01 - Penataan

Persebaran Penduduk yang

Berasal dari 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Transmigran yang

Dipindahkan dan Ditempatkan

(Kepala Keluarga)

3.32.03.2.01 - Penataan

Persebaran Penduduk yang

Berasal dari 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi

Kerja Sama Pembangunan

Transmigrasi yang Berasal dari

1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota (Laporan)

3.32.03.2.01.0001 - Koordinasi

dan Sinkronisasi Kerja Sama

Pembangunan Transmigrasi

yang Berasal dari 1 (Satu)

Daerah Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Transmigran yang

Dipindahkan dan Ditempatkan

(Kepala Keluarga)

3.32.03.2.01.0004 -

Pemindahan dan Penempatan

Transmigran yang Berasal dari

1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Calon Transmigran

yang Mendapatkan

Penyuluhan (Kepala Keluarga)

3.32.03.2.01.0005 -

Penyuluhan Transmigrasi

Jumlah Calon Lokasi

Penempatan Transmigran

yang Dilaksanakan Penjajakan

(Lokasi)

3.32.03.2.01.0009 - Penjajakan

Ke Calon Lokasi Penempatan

Transmigran

Jumlah Lokasi Transmigrasi

yang Dilaksanakan Monitoring

dan Evaluasi (Lokasi)

3.32.03.2.01.0020 - Monitoring

dan Evaluasi ke Lokasi

Transmigrasi

MENINGKATNYA

HUBUNGAN INDUSTRIAL

YANG HARMONIS

Persentase perselisihan

hubungan industrial yang

diselesaikan diluar pengadilan

(%)

Meningkatnya penanganan

perselisihan HI

Persentase perselisihan

hubungan industrial yang

selesai dengan perjanjian

bersama (PB) (%)

2.07.05 - PROGRAM

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase angka sengketa

perusahaan pertahun

Jumlah LKS Tripartit yang

Dibina (Lembaga)

2.07.05.2.02 - Pencegahan dan

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial, Mogok

Kerja dan Penutupan

Perusahaan di Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Perkara Perselisihan

yang Terselesaikan (Perkara)

2.07.05.2.02 - Pencegahan dan

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial, Mogok

Kerja dan Penutupan

Perusahaan di Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Perselisihan yang

Dicegah (Perkara)

2.07.05.2.02 - Pencegahan dan

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial, Mogok

Kerja dan Penutupan

Perusahaan di Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Perselisihan yang

Dicegah (Perkara)

2.07.05.2.02.0001 -

Pencegahan Perselisihan

Hubungan Industrial, Mogok

Kerja, dan Penutupan

Perusahaan yang

Berakibat/Berdampak pada

Kepentingan di 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Jumlah Perkara Perselisihan

yang Terselesaikan (Perkara)

2.07.05.2.02.0002 -

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial, Mogok

Kerja, dan Penutupan

Perusahaan yang

Berakibat/Berdampak pada

Kepentingan di 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah LKS Tripartit yang

Dibina (Lembaga)

2.07.05.2.02.0004 -

Pelaksanaan Operasional

Lembaga Kerja Sama Tripartit

Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya tata kelola dan

perlindungan ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan

Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan ((%))

2.07.05 - PROGRAM

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase Perusahaan yang

menerapkan tata kelola kerja

yang layak (PP/PKB, LKS

Bipartit, Struktur Skala Upah,

dan terdaftar peserta BPJS

Ketenagakerjaan) (%)

2.07.05 - PROGRAM

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Jumlah perusahaan yang

memiliki LKS Bipartit aktif

Jumlah Perusahaan yang

Melaksanakan Pengesahan

Peraturan Perusahaan yang

Terkait dengan Hubungan

Industrial dan Terdaftar di

WLKP Online (Perusahaan)

2.07.05.2.01 - Pengesahan

Peraturan Perusahaan dan

Pendaftaran Perjanjian Kerja

Bersama untuk Perusahaan

yang Hanya Beroperasi dalam

1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Perusahaan yang

Melaksanakan Pengesahan

Peraturan Perusahaan yang

Terkait dengan Hubungan

Industrial dan Terdaftar di

WLKP Online (Perusahaan)

2.07.05.2.01.0001 -

Pengesahan Peraturan

Perusahaan bagi Perusahaan

Jumlah perusahaan yang

mempunyai sarana hubungan

industrial (minimal 3 sarana)

Jumlah Data dan Informasi

Sarana HI (PP/PKB, Struktur

Skala Upah, dan LKS Bipartit)

dan Pekerja yang Terdaftar

sebagai Peserta Jamsostek

serta Pengupahan (Laporan)

2.07.05.2.01 - Pengesahan

Peraturan Perusahaan dan

Pendaftaran Perjanjian Kerja

Bersama untuk Perusahaan

yang Hanya Beroperasi dalam

1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi

Sarana HI (PP/PKB, Struktur

Skala Upah, dan LKS Bipartit)

dan Pekerja yang Terdaftar

sebagai Peserta Jamsostek

serta Pengupahan (Laporan)

2.07.05.2.01.0003 -

Penyelenggaraan Pendataan

dan Informasi Sarana

Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

serta Pengupahan

persentase PP/PKB

Perusahaan yang memuat

syarat kerja

Jumlah Perusahaan yang

Menyusun Perjanjian Kerja

Bersama (Perusahaan)

2.07.05.2.01 - Pengesahan

Peraturan Perusahaan dan

Pendaftaran Perjanjian Kerja

Bersama untuk Perusahaan

yang Hanya Beroperasi dalam

1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Perusahaan yang

Menyusun Perjanjian Kerja

Bersama (Perusahaan)

2.07.05.2.01.0002 -

Pendaftaran Perjanjian Kerja

Sama bagi Perusahaan



NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN
TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

(07)

KETERANGAN

(08)

Persentase angka sengketa

perusahaan pertahun

Terlaksananya Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dan Fasilitas Kesejahteraan

Pekerja (Orang)

2.07.05.2.02 - Pencegahan dan

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial, Mogok

Kerja dan Penutupan

Perusahaan di Daerah

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dan Fasilitas Kesejahteraan

Pekerja (Orang)

2.07.05.2.02.0005 -

Pengembangan Pelaksanaan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dan Fasilitas Kesejahteraan

Pekerja
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